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Penelitian ini untuk mengetahui Penerapan pemberlakuan sanksi administrasi pajak 
berupa denda, bunga dan kenaikan pembayaran Untuk Mewujudkan Pelaksanaan 
self Assesment System Pada PT. Pengembang Bisnis Sulawesi. Data penelitian 
diperoleh dari kuesioner dan observasi langsung di lapangan. Data dianalisis 
dengan menggunakan Distribusi Frekuensi dan Persentase. Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa sanksi administrasi berupa denda terhadap tingkat kepatuhan 
pelaporan pajak cukup efektif dalam penerapannya, karena jenis sanksi ini yang 
paling sering dijalankan kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu menyampaikan 
SPT. Sanksi administrasi berupa bunga terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak 
cukup efektif dalam penerapannya, karena penerapan sanksi ini diberikan kepada 
wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan utang pajak menjadi 
bertumpuk.  Sanksi administrasi berupa kenaikan terhadap tingkat kepatuhan 
pelaporan pajak kurang efektif dalam penerapannya, karena merupakan sanksi 
yang Kurang Signifikan dalam penerapannya. Sanksi berupa kenaikan ini dihitung 
berdasarkan jumlah pajak yang tidak kurang dibayar 
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This research aims to know the application of sanctions enforcement 
administration to realize of tax self assessment system. Data used in research from 
questioner and direct observation in field. Data analysis used of Multiple Regression. 
Research findings show the tax administration sanction such as cut of fund toward 
polite in tax report sufficient effective because this sanction to get by taxer which not 
payment on time. The interest administration tax toward polite in tax report sufficient 
effective because this sanction to get if the taxer always to collect of tax and not 
report it. And tax administration  in increasing of payment, less effective because this 
sanction much taxer to be avoid. 
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 PENDAHULUAN  
 
Latar Belakang 
Pembayaran pajak bagi setiap perusahaan baik pribadi maupun badan 
mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Setiap 
perusahaan untuk meningkatkan perolehan pendapatan usahanya, agar 
dapat mengurangi dan meringankan beban pajak penghasilan yang 
dimilikinya. Mengurangi beban pajak penghasilan, maka diperlukan perilaku 
akuntansi atas pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan suatu 
pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas nama negara untuk 
melakukan pemungutan atas dasar pengenaan pajak yang dipaksakan, 
pembayar pajak akan memperoleh kontra prestasi secara langsung apabila 
memberi pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  
Setiap perusahaan berupaya memahami pokok undang-undang 
perpajakan khususnya pajak penghasilan, sehingga menentukan perilaku 
akuntansi suatu perusahaan tentu dengan mudah memberikan pajak 
penghasilan atas keberadaan perusahaannya baik berupa Pajak Penghasilan 
Atas Jasa (PP No. 73 Tahun 1996 dan KMK 704/KMK.04/1996, SE 
42/Pj4/1996). Ini merupakan suatu bentuk wajib pajak yang bergerak di 
bidang usaha jasa dan wajib pajak badan dikenakan pajak penghasilan yang 
bersifat final. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak tersebut baik dalam 
kedudukannya.  
 Perilaku akuntansi yang diterapkan perusahaan atas pajak 
penghasilan jasa, ada empat hal yang menjadi pertimbangan yaitu:  
1. Atas imbalan jasa pelaksanaan adalah 2 persen  
2. Atas imbalan jasa perencanaan adalah 4 persen 
3. Atas imbalan jasa pengawasan adalah 4 persen 
4. Atas imbalan jasa adalah 4 persen dari jumlah imbalan bruto  
Jumlah imbalan bruto penghasilan dari jasa adalah seluruh jumlah 
yang dibayarkan oleh pemberi hasil pada pemberi jasa dengan nama dan 
alamat bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasa.  
Tentu hal ini menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan atas 
pemotongan dan pembayaran pajak yang merupakan suatu hal yang 
dianggap mempengaruhi perilaku akuntansi perusahaan atas pajak 
penghasilan yang diterapkan. Atas dasar ini, maka perlu adanya suatu 
penilaian cara menghitung suatu perilaku akuntansi atas pajak penghasilan 
berdasarkan suatu penilaian perolehan yang berkenaan atas pajak yang 
digunakan atas kepemilikan pajak penghasilan konstruksi yang tentunya 
mengacu kepada penilaian harta menurut Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Pasal 25 yang terdiri dari jenis-jenis penghasilan yang menjadi 
obyek Pajak Penghasilan Pasal 21, pemotongan pajak penghasilan Pasal 25, 
besarnya tarif PPh, dan penghasilan lain-lain sehubungan dengan 
penggunaan harta, dan penghitungan pajak penghasilan pada akhir                                                                                                    
tahun. 
Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting 
karena pemerintah Indonesia menerapkan self assessment system dalam 
rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak 
 diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan 
pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap 
Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan 
maupun teknis administrasinya, agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai 
dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu 
yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku sesuai Keputusan Menteri 
Keuangan (KMK) dalam menentukan pelaksanaan self assessment system.  
Sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur 
pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada 
konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah 
pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi 
perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya. Itulah sebabnya, penting 
bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui 
konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. 
Praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada 
Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat 
membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan 
perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 
Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas 
permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat 
mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, 
misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak 
 memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada 
waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Demikian juga, atas 
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau 
pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas 
permohonan Wajib Pajak. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang 
dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau 
nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yag dikeluarkan 
adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat 
diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi 
administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. 
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan 
dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar 
jumlah tertentu, persentase dari   jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian 
dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas 
pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah 
bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari 
saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima 
dibayarkan. Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang kurang 
signifikan dalam penerapannya. Hal ini karena bila dikenakan sanksi 
tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. 
Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase 
tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. 
 Uraian di atas menjadi pertimbangan untuk diperbandingkan dengan 
beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi untuk memperkuat 
temuan, keterbatasan dan rekomendasi hasil penelitian sebelumnya seperti 
yang telah dilakukan oleh Haedar (2008) dan Mustamin (2009). Penelitian 
Haedar memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. 
Persamaannya terletak obyek penelitian yaitu tentang pajak. Sedangkan 
perbedaannya pada penelitian meneliti mengenai sanksi administrasi pajak 
dan pelaporan pajak perusahaan, sementara pada penelitian terdahulu 
meneliti tentang pajak dari aspek hukum.  
Penelitian Mustamin juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan 
penelitian ini. Persamaan penelitiannya yaitu mengenai aspek perilaku 
akuntansi dalam hal pelaporan pajak perusahaan. Perbedaannya, pada 
penelitian terdahulu meneliti perilaku akuntansi atas pajak penghasilan 
menurut PSAK 46, sedangkan pada penelitian ini meneliti perilaku akuntansi 
dalam hal sanksi administrasi pajak atas keterlambatan pelaporan pajak 
perusahaan.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti dengan memilih 
judul: “Penerapan Pemberlakuan Sanksi Administrasi Pajak untuk 
Mewujudkan Pelaksanaan Self Assessment System pada PT. Pengembang 
Bisnis Sulawesi”.   
Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang berdasarkan fenomena dan fakta, maka 
rumusan masalah penelitian ini adalah:  
 “Bagaimana Penerapan pemberlakuan sanksi administrasi pajak untuk 
mewujudkan pelaksanaan self assessment system pada PT. Pengembang 
Bisnis Sulawesi?” 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 
Penerapan Pemberlakuan Sanksi Administrasi Pajak untuk Mewujudkan 
Pelaksanaan Self Assessment System pada PT. Pengembang Bisnis 
Sulawesi 
Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :  
1. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 
berupa pengetahuan empiris kepada penulis mengenai Penerapan 
Pemberlakuan Sanksi Administrasi Pajak untuk Mewujudkan 
Pelaksanaan Self Assessment System pada PT. Pengembang Bisnis 
Sulawesi  
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada 
perusahaan, khususnya mengenai Penerapan Pemberlakuan Sanksi 
Administrasi Pajak untuk Mewujudkan Pelaksanaan Self Assessment 
System pada PT. Pengembang Bisnis Sulawesi, sehingga memberikan 
masukan berupa saran untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan 
dalam pelaporan pajak. 
3. Bagi pembaca dan pihak lain, dapat dijadikan bahan referensi untuk 
membantu dalam penelitian-penelitian selanjutnya 
  
Ruang Lingkup Penelitian  
Ruang lingkup penelitian ini di wilayah Kota Makassar yaitu pada        
PT. Pengembang Bisnis Sulawesi untuk Penerapan Pemberlakuan Sanksi 
Administrasi Pajak untuk Mewujudkan Pelaksanaan Self Assessment System 
pada PT. Pengembang Bisnis Sulawesi. 
Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB  I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  
BAB  II Tinjauan Pustaka terdiri atas kerangka penelitian yang relevan 
dengan penelitian.    
BAB  III Metodologi Penelitian terdiri atas rancangan penelitian, tempat 
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional 
serta instrumen penelitian dan analisis data.  
BAB  IV Hasil dan Pembahasan terdiri dari uraian mengenai gambaran 
umum perusahaan, hasil yang diteliti dan dianalisis.  
BAB  V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dianggap 
perlu.  
  
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan temuan dan aplikasinya, 
maka disimpulkan: 
1. Sanksi administrasi berupa denda terhadap tingkat kepatuhan pelaporan 
pajak cukup efektif dalam penerapannya, karena jenis sanksi ini yang 
paling sering dijalankan kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu 
menyampaikan SPT. 
2. Sanksi administrasi berupa bunga terhadap tingkat kepatuhan pelaporan 
pajak cukup efektif dalam penerapannya, karena penerapan sanksi ini 
diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan 
menyebabkan utang pajak menjadi bertumpuk.   
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan pembayaran terhadap tingkat 
kepatuhan pelaporan pajak kurang efektif dalam penerapannya, karena 
merupakan sanksi yang dihindari dan paling ditakuti. Sanksi berupa 
kenaikan ini dihitung berdasarkan jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya 
akan disarankan sebagai masukan kepada pihak yang berkompeten pada 
PT. Pengembang Bisnis Sulawesi dalam memahami efektivitas 
pemberlakuan sanksi administrasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan 
pelaporan pajak, yaitu: 
1. Pimpinan PT. Pengembang Bisnis Sulawesi perlu lebih maksimal dalam 
mengawasi perilaku akuntansi pada para bawahannya untuk tepat waktu 
 dalam melakukan pelaporan SPT tahunan perusahaan sebelum jatuh 
tempo, sehingga kepatuhan pelaporan pajak perusahaan dapat terwujud.  
2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perusahaan dalam hal 
pelaporan SPT tahunan maka hendaknya Ditjen Pajak melakukan 
pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakkan hukum 
yang adil dan transparan, dan memberikan kompensasi yang lebih baik 
kepada wajib pajak perusahaan.  
3. Perlu penerapan self assesment system dalam mengefektifkan 
pemberlakuan sanksi administrasi pajak, sehingga terwujud kondisi 
kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada diri karyawan PT. 
Pengembang Bisnis Sulawesi. 
Keterbatasan Penelitian  
1. Penelitian ini hanya meneliti mengenai efektivitas pemberlakuan sanksi 
administrasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan pajak, 
tidak meneliti besarnya pengaruh yang dihasilkan namun hanya dilihat 
secara frekuensi tanggapan responden atas penerapan sanksi tersebut.  
2. Penelitian ini hanya berfokus satu perusahaan, yang seharusnya bisa 
juga diperbandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga dapat dilihat 
sejauhmana kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pajak 
perusahannya.  
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